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ABSTRACT
The issue of property rights and contracts in economic law is not merely related to civil relations between legal subjects, but also touches on the institutional function of law in shaping market structures and resource distribution patterns. In practice and academic studies, property rights and contracts are often positioned separately, so their functional relationship as institutions and institutions of economic law has not been fully analyzed. This separation raises issues of legal certainty and transaction efficiency, especially in the increasingly complex economic context resulting from globalization and digitalization. This situation indicates the need for a more integrative legal approach. This study aims to analyze the position of property rights and contracts as institutions and institutions of economic law and their relationship in ensuring legal certainty and economic efficiency. The study focuses on the role of property rights as the basis for resource control and contracts as an instrument for regulating economic exchange and cooperation. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include legislation, legal doctrine, and relevant scientific literature. Qualitative analysis is conducted to interpret legal norms within the framework of legal theory and institutional economics. The results show that property rights and contracts have a complementary and inseparable relationship in forming effective economic legal institutions. Property rights legitimize control of resources, while contracts regulate their use and exchange in a legal and binding manner. This relationship plays a crucial role in reducing transaction costs and increasing trust among economic actors. The novelty of this research lies in its integrative approach, which simultaneously positions property rights and contracts as economic legal institutions. This research recommends strengthening regulatory harmonization and consistent law enforcement so that property rights and contracts function optimally in supporting sustainable economic growth.
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ABSTRAK
Permasalahan hak milik dan kontrak dalam hukum ekonomi tidak sekadar berkaitan dengan hubungan perdata antar subjek hukum, melainkan menyentuh fungsi institusional hukum dalam membentuk struktur pasar dan pola distribusi sumber daya. Dalam praktik dan kajian akademik, hak milik dan kontrak kerap diposisikan secara terpisah, sehingga relasi fungsional keduanya sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi belum dianalisis secara utuh. Pemisahan ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan efisiensi transaksi, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks akibat globalisasi dan digitalisasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih integratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak milik dan kontrak sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi serta hubungan keduanya dalam menjamin kepastian hukum dan efisiensi ekonomi. Fokus kajian diarahkan pada peran hak milik sebagai dasar penguasaan sumber daya dan kontrak sebagai instrumen pengaturan pertukaran dan kerja sama ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dalam kerangka teori hukum dan ekonomi institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik dan kontrak memiliki hubungan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pranata hukum ekonomi yang efektif. Hak milik memberikan legitimasi penguasaan sumber daya, sementara kontrak mengatur pemanfaatan dan pertukaran secara sah dan mengikat. Relasi ini berperan penting dalam menekan biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menempatkan hak milik dan kontrak secara simultan sebagai institusi hukum ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi dan konsistensi penegakan hukum agar hak milik dan kontrak berfungsi optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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PENDAHULUAN
Permasalahan hak milik dan kontrak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dua konsep normatif dalam hukum perdata, melainkan harus ditempatkan sebagai lembaga hukum ekonomi yang fundamental dalam struktur pasar modern karena menjadi dasar koordinasi sumber daya dan pertukaran komoditas dalam kegiatan ekonomi. Hak milik menentukan siapa yang secara sah menguasai, menggunakan, dan menikmati manfaat suatu benda, sedangkan kontrak menjadi instrumen hukum yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban antar subjek hukum., relasi keduanya memberikan kepastian hukum bagi aktivitas ekonomi yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan, hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penopang utama mekanisme pasar (Hidayat, dkk, 2025). Tanpa kejelasan hak milik dan keberlakuan kontrak, transaksi ekonomi akan berada dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, hak milik dan kontrak harus dipahami sebagai pranata hukum yang saling menguatkan (Arruñada, 2023).
New institutional economics, hak milik dipandang sebagai instrumen yang menciptakan insentif efisiensi melalui kepastian kontrol atas sumber daya, sementara kontrak berfungsi sebagai mekanisme formal untuk memfasilitasi pertukaran dan kerja sama antar pelaku ekonomi secara sukarela. Kedua institusi ini bekerja secara simultan dalam menurunkan biaya transaksi dan meminimalkan risiko ekonomi. Perspektif ini sejalan dengan konstruksi hukum positif Indonesia yang menempatkan hak milik sebagai hak kebendaan yang dilindungi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada saat yang sama, kontrak memperoleh legitimasi yuridis melalui Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian, norma hukum nasional secara implisit mengakui keterkaitan struktural antara hak milik dan kontrak dalam kegiatan ekonomi. Keterkaitan inilah yang menjadi fondasi kepastian hukum dalam sistem pasar (Setiawan, 2025).
Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memisahkan kajian antara hak milik dan kontrak sebagai dua bidang hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan yang bersifat sektoral ini menyebabkan interaksi keduanya sebagai pranata hukum ekonomi kurang mendapat perhatian komprehensif. Akibatnya, analisis yang dihasilkan sering kali tidak mampu menjelaskan bagaimana hak milik dan kontrak secara bersama-sama membentuk struktur pasar yang efektif. Celah teoretis ini juga berdampak pada praktik hukum, terutama dalam penafsiran norma dan perumusan kebijakan ekonomi. Padahal, dalam realitas sosial, hak milik hampir selalu dioperasionalkan melalui kontra, ketiadaan kajian yang holistik menunjukkan adanya kebutuhan akademik yang mendesak (Anonim, 2025).
Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan dinamika perekonomian yang semakin kompleks akibat globalisasi dan perkembangan teknologi. Bentuk-bentuk hak milik tradisional kini semakin beririsan dengan kontrak-kontrak kompleks yang mengatur aset digital, kekayaan intelektual, dan objek ekonomi tidak berwujud. Perkembangan ini menimbulkan tantangan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi hukum perdata klasik. Lemahnya perlindungan hak milik dan inkonsistensi penafsiran kontrak berpotensi menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya merugikan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi, penguatan relasi antara hak milik dan kontrak menjadi kebutuhan yang bersifat strategis.
Kontrak memperoleh kekuatan mengikat melalui Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Norma ini menunjukkan bahwa kontrak berfungsi sebagai pranata privat yang memiliki daya ikat normatif kuat dalam sistem hukum ekonomi. Namun, keberlakuan kontrak tersebut tetap bergantung pada kejelasan objek dan status hak milik yang menjadi dasar perjanjian. Tanpa kepastian hak milik, asas kebebasan berkontrak berpotensi kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, hubungan antara hak milik dan kontrak tidak bersifat aksidental, melainkan struktural, relasi ini mencerminkan bagaimana hukum bekerja dalam menjamin stabilitas pasar (Hidayat, 2025).
Hak milik sering diasosiasikan dengan efisiensi alokasi sumber daya dan perlindungan investor, sedangkan kontrak dipahami sebagai sarana formalisasi janji dan kewajiban hukum. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa kedua konsep tersebut harus dianalisis secara terpadu sebagai satu kesatuan pranata hukum ekonomi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat parsial, kajian ini menekankan hubungan sinergis antara hak milik dan kontrak dalam membentuk pasar yang stabil dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analitis yang menggabungkan kedua lembaga hukum tersebut dalam konteks evolusi ekonomi modern. Kerangka ini diharapkan mampu menjawab tantangan hukum di era digital dan global, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif (Marzuki,  & Johan, 2024).
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis secara kualitatif bagaimana hak milik dan kontrak berfungsi sebagai lembaga hukum ekonomi yang saling berkaitan dalam memfasilitasi koordinasi transaksi dan alokasi sumber daya. Kajian ini juga diarahkan untuk memahami peran hukum dalam penyelesaian konflik dan mitigasi risiko ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali rasionalitas normatif dan konstruksi hukum yang melandasi pengaturan hak milik dan kontrak. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum ekonomi. Selain itu, kajian ini juga memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan. Fokusnya tidak hanya pada norma, tetapi juga pada implikasi yuridisnya (Santoso, 2025).
Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi pengaturan hak milik dan kontrak dalam sistem hukum nasional. Penguatan kepastian hukum harus dilakukan melalui penafsiran dan regulasi yang konsisten serta adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Hukum perlu ditempatkan sebagai instrumen yang mampu menekan biaya transaksi dan mengurangi ketidakpastian pasar. Dengan memperkuat relasi antara hak milik dan kontrak, diharapkan tercipta pranata hukum ekonomi yang lebih responsif dan berkeadilan. Rekomendasi ini sekaligus menegaskan peran hukum sebagai pendorong, bukan penghambat, pertumbuhan ekonomi, hukum berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan efisiensi.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis secara konseptual dan sistematis. Fokus penelitian diarahkan pada kajian law in books untuk memahami hak milik dan kontrak sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen yang membentuk dan mengarahkan aktivitas ekonomi (Marzuki, 2017). Analisis dilakukan terhadap asas, prinsip, dan kaidah hukum yang mengatur hak milik dan kontrak. Pendekatan ini relevan karena objek kajian bersifat normatif dan teoritis, penelitian diarahkan pada pengujian koherensi dan rasionalitas norma hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah konstruksi yuridis hak milik dan kontrak dalam hukum ekonomi. Bahan hukum yang dimanfaatkan terutama bahan hukum sekunder, berupa doktrin hukum, artikel ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis untuk membangun argumentasi hukum yang logis dan terstruktur (Soekanto, & Mamudji, 2015). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara selektif dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menempatkan hak milik dan kontrak dalam kerangka teori hukum ekonomi institusional, analisis tidak berhenti pada norma, tetapi juga pada fungsi hukumnya.
Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap pengaturan hak milik dan kontrak sebagai pranata hukum ekonomi, tanpa menelaah penerapannya secara empiris (Hoecke, M. van, 2011). Penelitian difokuskan pada struktur norma, asas hukum, dan hubungan fungsional antara hak milik dan kontrak. Pembatasan ini dimaksudkan agar kajian lebih mendalam dan terarah. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar konseptual bagi pembaruan regulasi, penelitian tetap relevan dengan dinamika ekonomi modern. 

PEMBAHASAN
Hak Milik sebagai Lembaga Hukum Ekonomi dalam Penguasaan dan Distribusi Sumber Daya
Hak milik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum ekonomi yang berfungsi untuk mengatur penguasaan dan distribusi sumber daya secara sah dan berkeadilan. Dalam perspektif hukum, hak milik memberikan kewenangan kepada individu atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat ekonomi dari suatu objek dengan perlindungan negara. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk memiliki hak milik pribadi dan melarang perampasan hak tersebut secara sewenang-wenang. Ketentuan konstitusional ini menempatkan hak milik sebagai hak fundamental yang menjadi dasar bagi aktivitas ekonomi yang stabil dan terprediksi (Aprilianti, & Sudiro, 2024).
Pengaturan hak milik menemukan legitimasi yuridisnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 20 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa hak milik tidak sekadar dimaknai sebagai hak individual, melainkan sebagai institusi hukum yang memiliki fungsi sosial. Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga penggunaan hak milik tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan keadilan sosial. Keberadaan hak milik yang jelas dan terlindungi berkontribusi langsung terhadap efisiensi alokasi sumber daya. Hak milik menciptakan kepastian hukum yang memungkinkan subjek hukum melakukan perencanaan ekonomi jangka panjang, termasuk investasi dan pengembangan usaha. Dalam praktiknya, kepastian atas penguasaan objek ekonomi mengurangi biaya transaksi dan risiko sengketa, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang produktif. Dengan kata lain, hukum hak milik bekerja sebagai infrastruktur normatif bagi berjalannya mekanisme pasar (Irawan, 2025).
Secara empiris, pandangan tersebut sejalan dengan temuan Demsetz (1967) yang menegaskan bahwa hak milik yang terdefinisi dengan baik mendorong pengelolaan sumber daya secara lebih efisien, misalnya petani yang memiliki hak milik atas tanahnya memiliki insentif yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas, melakukan inovasi, dan menjaga keberlanjutan lahan.  menunjukkan bahwa pengelolaan lahan milik pribadi berkorelasi dengan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan sewa atau garapan tidak tetap. Hal ini memperlihatkan hubungan langsung antara kepastian hak milik dan kinerja ekonomi (Rusli, 2025).
Penguasaan hak milik dalam praktik tidak selalu berjalan ideal dan sering kali memunculkan persoalan struktural. Sengketa tanah menjadi salah satu problem klasik dalam sistem hukum agraria Indonesia, terutama akibat tumpang tindih sertifikasi, lemahnya administrasi pertanahan, dan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dan korporasi. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2021 mencatat ratusan pengaduan konflik agraria yang berdampak pada hilangnya akses ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum hak milik dapat berimplikasi langsung pada ketidakadilan ekonomi.
Kemudian, persoalan tersebut menuntut optimalisasi peran negara sebagai pengatur dan penjamin keadilan dalam penguasaan hak milik. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Norma ini menegaskan bahwa hak milik tidak bersifat absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka penguasaan negara yang berorientasi pada kesejahteraan umum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah konsentrasi kepemilikan yang merugikan kepentingan publik. Perlindungan hak milik juga berfungsi sebagai indikator penting bagi iklim investasi. Negara-negara yang memiliki sistem hukum hak milik yang kuat dan konsisten cenderung lebih dipercaya oleh investor, baik domestik maupun asing. Laporan World Bank menunjukkan bahwa negara dengan indeks perlindungan hak milik yang tinggi, seperti Singapura dan Selandia Baru, memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa hak milik berperan sebagai jembatan antara kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi nasional (Setiawan, 2025).
Hak milik sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi memiliki implikasi yang luas dalam penguasaan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya. Perlindungan hukum yang efektif terhadap hak milik mampu mendorong efisiensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan stabilitas sosial. Namun, tanpa penegakan hukum yang adil dan pengawasan negara yang kuat, hak milik justru berpotensi memperlebar ketimpangan dan memicu konflik. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum hak milik harus selalu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kontrak sebagai Pranata Hukum Ekonomi dalam Pengaturan Pertukaran dan Kerja Sama Pasar
Kontrak merupakan alat penting dalam pengaturan pertukaran dan kerja sama di pasar yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengatur lalu lintas kepentingan ekonomi, kontrak memberikan dasar yang sah dan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai secara bebas. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mencerminkan asas pacta sunt servanda yang menempatkan kontrak sebagai sumber hukum privat dengan daya ikat yang kuat.
Selain memberikan legitimasi hukum, kontrak juga berfungsi sebagai mekanisme pengalokasian risiko dalam transaksi ekonomi. Melalui kontrak, para pihak dapat secara sadar menetapkan pembagian tanggung jawab, jaminan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus prediktabilitas dalam hubungan bisnis. Dengan demikian, kontrak tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga berperan sebagai alat perencanaan ekonomi yang rasional, kontrak berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik yang dapat menghambat kegiatan ekonomi. Kejelasan mengenai objek perjanjian, harga, jangka waktu, serta standar pelaksanaan memungkinkan para pihak menjalankan kewajibannya secara terukur. Pada sektor konstruksi, misalnya, kontrak yang dirumuskan secara rinci antara pemilik proyek dan kontraktor mampu meminimalkan sengketa terkait pembiayaan, waktu penyelesaian, dan mutu pekerjaan, kondisi ini menunjukkan bahwa kontrak bekerja sebagai instrumen preventif terhadap konflik hukum (Cowles, 2005).
Efektivitas kontrak juga bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, kontrak berpotensi batal atau dapat dibatalkan, sehingga melemahkan kepastian hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, pembentukan kontrak tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dan itikad baik para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (Property Rights, 2023). Meskipun demikian, pelaksanaan kontrak dalam praktik sering kali menghadapi kendala, terutama dalam bentuk wanprestasi oleh salah satu pihak. Ketidakpatuhan terhadap isi kontrak tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas hubungan bisnis. Dalam konteks ini, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum kontrak tidak berhenti pada pembentukan perjanjian, melainkan juga mengatur konsekuensi hukum dari pelanggaran.
Tingginya angka pelanggaran kontrak dalam praktik bisnis menunjukkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Penyelesaian melalui pengadilan sering kali dianggap memakan waktu dan biaya, sehingga alternatif seperti mediasi dan arbitrase semakin banyak digunakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi penyelesaian sengketa kontraktual di luar pengadilan. Mekanisme ini mencerminkan kebutuhan dunia usaha akan kepastian hukum yang cepat dan adaptif terhadap dinamika ekonomi (Sugianto, 2025).
Perkembangan ekonomi digital turut mengubah wajah kontrak sebagai pranata hukum ekonomi. Munculnya kontrak elektronik dan kontrak pintar (smart contracts) menantang konsep klasik kontrak yang berbasis dokumen tertulis konvensional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengakui keabsahan kontrak elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Sutarni, & Hidayat, 2022).
Kontrak sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi memegang peranan strategis dalam menciptakan keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam transaksi pasar. Keberadaan kontrak yang disusun secara cermat dan dilaksanakan dengan itikad baik mampu meminimalkan risiko ekonomi serta memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha. Namun, tanpa penegakan hukum yang konsisten dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, kontrak berpotensi kehilangan fungsi regulatifnya. Oleh karena itu, penguatan hukum kontrak harus senantiasa diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak, perlindungan hukum, dan efisiensi ekonomi.

Relasi Fungsional Hak Milik dan Kontrak dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Efisiensi Ekonomi
Relasi antara hak milik dan kontrak dalam konteks hukum ekonomi memiliki kedudukan yang fundamental karena menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kepastian hukum dan efisiensi ekonomi. Hak milik memberikan legitimasi hukum bagi individu atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat ekonomi dari suatu sumber daya, sedangkan kontrak berfungsi mengatur cara pemanfaatan dan pertukaran sumber daya tersebut secara sah. Keduanya membentuk satu kesatuan fungsional yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun tatanan ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi (Irawan, 2025).
Pengakuan terhadap hak milik tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak milik pribadi dan melarang perampasan secara sewenang-wenang. Dalam ranah hukum perdata, pengaturan hak milik menjadi dasar bagi subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengalihkan, menyewakan, atau menjaminkan benda melalui kontrak. Dengan demikian, hak milik menyediakan landasan yuridis bagi lahirnya hubungan kontraktual dalam kegiatan ekonomi.
Kemudian, kontrak memperoleh kekuatan hukumnya melalui Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kontrak berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjamin kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban yang bersumber dari penguasaan hak milik. Tanpa kontrak yang mengikat, hak milik akan sulit dimanfaatkan secara optimal dalam aktivitas ekonomi yang melibatkan lebih dari satu pihak (Aprilianti, & Sudiro, 2024).
Kepastian hukum yang lahir dari pengaturan hak milik dan penegakan kontrak berperan penting dalam membangun kepercayaan pelaku ekonomi. Kejelasan mengenai siapa pemilik sah suatu aset dan bagaimana aset tersebut dapat dipindahtangankan atau dimanfaatkan melalui kontrak memberikan rasa aman bagi investor dan pelaku usaha. Kondisi ini sejalan dengan temuan World Bank yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan perlindungan hak milik yang kuat dan sistem penegakan kontrak yang efektif cenderung memiliki tingkat investasi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Relasi fungsional antara hak milik dan kontrak juga berimplikasi langsung terhadap efisiensi ekonomi, misalnya, kepastian status hak milik memungkinkan pemilik tanah atau bangunan untuk menyewakan, menjual, atau menjaminkan asetnya melalui kontrak yang sah. Proses ini menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus memperlancar perputaran aset di pasar. Efisiensi semacam ini hanya dapat tercapai apabila hak milik diakui secara jelas dan kontrak dilaksanakan secara konsisten (Rusli, 2025).
Namun demikian, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa relasi antara hak milik dan kontrak masih menghadapi berbagai tantangan. Tumpang tindih penguasaan tanah, lemahnya administrasi pertanahan, serta penegakan kontrak yang belum optimal sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Situasi ini tidak jarang menghambat realisasi investasi dan memicu sengketa berkepanjangan antara masyarakat, pelaku usaha, dan negara. Ketidakpastian tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik di lapangan, reformasi hukum menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Penguatan sistem pendaftaran hak milik, peningkatan kualitas penegakan hukum kontrak, serta harmonisasi regulasi sektoral merupakan langkah strategis untuk memperbaiki relasi antara hak milik dan kontrak. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional sebagaimana diarahkan dalam berbagai kebijakan legislasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif (Setiawan, 2025).
Relasi antara hak milik dan kontrak sebagai lembaga dan pranata hukum ekonomi memainkan peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum dan efisiensi pasar. Perlindungan hak milik yang kuat tanpa diimbangi dengan sistem kontrak yang efektif akan kehilangan daya fungsinya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, penguatan keduanya secara simultan menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada kepastian hukum

KESIMPULAN
Hak milik dan kontrak merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum ekonomi, karena keduanya membentuk fondasi normatif bagi penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya. Hak milik memberikan legitimasi hukum atas penguasaan suatu objek, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dipertegas dalam berbagai ketentuan hukum perdata dan agraria, sementara kontrak berfungsi mengatur hubungan hukum antar subjek dalam transaksi ekonomi berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Relasi fungsional antara keduanya menciptakan kepastian hukum, karena hak milik menjadi dasar lahirnya perikatan, dan kontrak menjadi instrumen pengaturan pemanfaatan hak tersebut secara sah dan mengikat.
Indonesia, penguatan perlindungan hak milik dan penegakan hukum kontrak merupakan prasyarat penting bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Ketidakpastian status hak milik dan lemahnya pelaksanaan kontrak berpotensi menimbulkan biaya transaksi yang tinggi serta menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi regulasi, penegakan hukum yang efektif, serta harmonisasi kebijakan sektoral agar hak milik dan kontrak dapat berfungsi secara optimal sebagai pranata hukum ekonomi. Dengan kerangka hukum yang demikian, kegiatan ekonomi dapat berjalan secara lebih efisien, adil, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. 
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